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1.1 Latar Belakang Masalah

:Fﬁrtumbuhan ekonomi Indonesia diperoleh dari berbagai bidang dalam negeri
salafg satunya pada sektor pajak dan yang menjadi sumber penerimaan pajak
sang%tl-@h banyak dan salah satunya berasal dari sumber penerimaan pajak bumi

dan Ea@dﬁan atau istilah PBB. Pajak sebagai salah satu penerimaan terbesar bagi
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= Pa jak memiliki arti sebagai sumber pendapatan negara untuk pembiayaan
o
ih ngeluaran pemerintah pusat maupun daerah yang dibutuhkan termasuk
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peng\lué'r'z;n untuk pembangunan daerah tempat kita tinggal.. Jenis pajak properti
yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu PBB atau pajak bumi dan bangunan.

PBB memiliki arti pajak yang bersifat kebendaan atau benda yang berwujud dengan
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pengertian besarnya pajak terutang oleh keadaan objek milik wajib pajak yaitu bumi
atau bangunan.

Para wajib pajak biasanya acuh atau kurang peduli dalam membayar pajak
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g g Tabel 1.1
'—_EBgnyaknya Potensi dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Desa /
% £ Kelurahan di Kecamatan Buduran Tahun 2020
=
/K\‘ Desa / POtelrzlsc:minal Realll\ls(?rsr:inal Keterangan
: "_JliKeIurahan SPPT  Rooo0) PP (Rp000) o)
: 1 2 3 4 5
01. Entalsewu 3390 999227 1704 574515 57,5
02. Pagerwojo 4948 2150786 2486 1066489 49,6
03. Sidokerto 4082 1073840 2071 740892 68,9
04. Buduran 6078 1690093 2752 1034918 61,2
05. Siwalanpanji 1328 1109925 632 941617 84,8
06. Sidomulyo 1110 1070688 640 894083 85,3
07. Prasung 3533 1482689 1769 985950 66,4
08. Sawohan 643 514816 434 462093 89,7

09. Damarsi 3235 1318180 1370 797072 60,5
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10. Dukuh Tengah 838 206991 339 71624 34,6
11. Banjarsari 3089 641263 1458 337187 52,6
12. Wadungasih 3757 814173 1654 348628 42,8
13.  Banjarkemantren 1301 787907 577 456017 57,9
14.  Sukorejo 1814 1493224 880 1154019 77,3
15¢ Sidokepung 2067 5375256 960 5077757 94,5
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tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Kurnia,
2010: 141).

- Penelitian yang dilakukan oleh Norasmila dan Azlan (2014) kepatuhan wajib

pajag aﬁalah subjek kompleks dan memiliki implikasi luas dalam mempengaruhi
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(Sla‘___ 't al., 2017).

Hasil penelitian Siamena et all. (2017) menunjukkan terdapat hubungan

signifikan positif antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang
pribadi. Hasil ini berarti semakin tinggi sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib

pajak akan tercapai dan semakin meningkat. Sanksi pajak memiliki peranan penting
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guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan
perpajakan dan patuh dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib
pajag dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak
sehup& dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Widowati, 2014).
Hasﬂlpgnelltlan ini sesuai dengan penelitian Yohana (2016) tentang menunjukkan
bah\IEa Eecara parsial sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
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perpajakannya terkhususnya PBB tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak

lain. Kesadaran wajib pajak tinggi diikuti dengan tingginya tingkat dari kepatuhan
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wajib pajak terkait hal pembayaran kewajiban perpajakan terutangnya (Muliari dan

Setiawan, 2011).
Berdasarkan penelitian terdahulu oleh peneliti Takaria dan Siregar (2020)
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pembayaran pajak terkhususnya PBB diderah tersebut bergantung pada kedatangan

petugas kelurahan yang memiliki tugas untuk memungut PBB ditambah lagi saat
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datangnya petugas kelurahan wajib pajak belum tentu berada di rumah sehingga
pemungutan pajak bumi dan bangunan menjadi tertunda atau diundur.

5 Motivasi dibutuhkan bagi para wajib pajak dalam membayar pajak
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pajak artinya semakin tinggi motivasi wajib pajak maka akan meningkatkan
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kepatuhan wajib pajak (Suartana, 2010). Penelitian ini didukung dari penelitian
Arismayani et al. (2017) dan Setiaji dan Nisak (2017) yang berpendapat bahwa
motlga5| wajib pajak berpengaruh kearah positif terhadap kepatuhan wajib pajak
terkig.@ya PBB. Herawan (2014) juga berpendapat bahwa motivasi wajib pajak
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Berdasarkan uraian latar Dbelakang penelitian diatas penulis dapat
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Hasil penelitian ini bertujuan untuk para pengusaha atau para wajib pajak sadar

dan ada motivasi untuk membayar pajak sehingga mereka sadar betapa

pentingnya membayar pajak
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il penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan

gikuti kejadian waktu terbaru dan untuk penelitian selanjutnya untuk

mbangkan ilmu pengetahuan.
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